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PUTUSAN
Nomor 1400/Pdt.G/2023/PA KdlI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan memutus perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PGGT, NIK 3324054601910001, Kendal, 06 Januari 1991 (32 tahun), agama
Islam, pekerjaan Penjual kue pendidikan Sekolah Lanjut
Tingkat Atas, dahulu bertempat tinggal di Dusun Brayo Timur,
RT.002 RW.004, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo,
Kabupaten Kendal, kemudian berdomisili di rumah kontrakan
milik Ibu Leni Meysari di Dusun Longas Lor, RT. 001 RW. 002,
Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.
Selanjutnya, disebut sebagai Penggugat;

Melawan,

TGGT, NIK 332405230885001, Kendal, 23 Agustus 1985 (37 tahun), agama
Islam, pekerjaan Buruh bangunan, pendidikan Sekolah Lanjut
Tingkat Atas, bertempat tinggal di Dusun Brayo Timur, RT. 002
RW. 004, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten
Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai Tergugat

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di

persidangan.

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2023

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor

1400/Pdt.G/2023/PA KdI. tanggal 22 Juni 2023 telah mendalilkan yang pada

pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2009 M. Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal,
sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 011/03/11/2009 tanggal 04
Februari 2009 M.;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan
dan Tergugat berstatus jejaka selama pernikahan antara Penggugat dengan
Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah Tergugat hingga bulan September 2020 (11 tahun 7
bulan), telah berhubungan suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) anak yang
bernama:
3.1 Sindhu Kafabian Ibagaza, NIK 3324050308090003, laki-laki, lahir
di Kendal, 03 Agustus 2009 (13 tahun), agama Islam;
3.2 Agifa Ayudia Zahira, NIK 3324056906160001, perempuan, lahir di
Kendal, 29 Juni 2016 (7 tahun), agama Islam, sekarang anak pertama
dirawat oleh Penggugat dan anak kedua dirawat oleh Tergugat;
4 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan
harmonis, tetapi sejak September 2019 Penggugat dengan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
4.1 Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberikan nafkah
kepada Penggugat rata-rata hanya memberikan Rp 400.000, 00
perbulan;
4.2 Tergugat sering mabuk-mabukan;
5 Bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada bulan
September 2020 yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah Tergugat;
6 Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan milik lbu Meysari
dan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat, yang menyebabkan antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun 9
(sembilan) bulan lamanya dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
7 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan Penggugat
mengajukan gugatan cerai disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat
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terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada
harapan untuk hidup rukun kembali;
8 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai
berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TGGT) terhadap
Penggugat (PGGT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat,
Atau:
Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat telah membenarkan identitas Tergugat yang
disebutkan oleh Penggugat dalam surat permohonan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di
persidangan yang telah ditentukan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan
secukupnya kepada Penggugat dan Tergugat mengenai mediasi, lalu Majelis
Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan proses
mediasi. Kemudian, Penggugat dan Tergugat didamaikan dengan cara
mediasi oleh Mediator yang bernama Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., S.H., M.H.,
tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri
sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian, hal ini berdasarkan
Laporan dari Mediator, Nomor 1400/Pdt.G/2023/PA Kdl. tanggal 14 Juli 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat
pada setiap kali sidang agar Penggugat dan Tergugat rukun lagi dan membina
rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap
berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa telah dilakukan pembacaan surat gugatan Penggugat yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sesuai dengan aslinya
dan telah bermeterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang
sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 2);
Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi
sebagai berikut :
1. ;
Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran sejak September 2019 disebabkan oleh Tergugat malas
bekerja sehingga dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selalun
kurang karena Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat rata-
rata Rp 400.000, 00 perbulan; dan Tergugat sering mabuk-mabukan.
Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga
September 2020. Akhirnya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak
September 2020 hingga sekarang. Jadi Penggugat dan Tergugat sudah
berpisah tempat tinggal sejak September 2020 hingga sekarang sudah
kurang lebih 2 tahun 9 bulan lamanya. Selama Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

2 ;
Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran sejak September 2019 disebabkan oleh Tergugat malas
bekerja sehingga dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selalu kurang
karena Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat rata-rata Rp
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400.000, 00 perbulan; dan Tergugat sering mabuk-mabukan. Perselisihan dan
pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga September 2020.
Akhirnya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak September 2020
hingga sekarang. Jadi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal sejak September 2020 hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun
9 bulan lamanya. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi
sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah
membenarkannya. Selanjutnya, Penggugat menyatakan sudah mencukupkan
bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat hanya datang menghadap di persidangan pada sidang
tanggal 27 Juli 2023, tetapi Tergugat tidak pernah datang mengahadap pada
sidang-sidang berikutnya hingga perkara ini diputus;

Bahwa terakhir, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada
pokoknya adalah Penggugat tetap pada dalil-dalii gugatannya. Selanjutnya,
Penggugat mohon purtusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusasn ini maka segala hal ihwal
yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang
perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor
1 Tahun 2016, maka Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dengan cara
mediasi oleh Mediator yang bernama Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., S.H., M.H.,
tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tersebut tidak mampu
mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian, hal ini
berdasarkan Laporan hasil mediasai dari Mediator, Nomor
1400/Pdt.G/2023/PA Kdl. tanggal 14 Juli 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pradilan Agama yang telah diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan
Penggugat dan Tergugat pada setiap kali sidang agar rukun lagi untuk
membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri yang baik, tetapi
tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari
Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan HIR Pasal 163 bahwa “Barangsiapa
mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian, untuk
meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus
membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa
“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu
peristiwa, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak
orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang
dikemukakan”;

Menimbang bahwa berdasarkan sabda Rasululllah SAW sebagai
berikut:

251 o wle Hroallg (ner0dl Wle ainndl (SIg

Arinya: “...Akan tetapi, bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut
(menggugat) dan sumpah itu harus diberikan oleh orang yang
mengingkari (Tergugat )’ HR. Al-Baihaqi);

Menimbang bahwa bukti P. 1 adalah sesuai dengan aslinya dan telah
bermeterai cukup, dan asli bukti P. 1 tersebut adalah akta otentik, berarti bukti
P. 1 tersebut merupakan akta otentik. Oleh sebab itu, bukti P. 1 tersebut telah
memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 1
tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
Dengan demikian, terbukti bahwa Penggugat adalah bertempat kediaman di
wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa bukti P. 2 adalah sesuai dengan aslinya dan telah
bermeterai cukup, dan asli bukti P. 2 tersebut adalah akta otentik, berarti bukti
P. 2 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Oleh sebab itu, bukti P. 2
tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat
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sehingga bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa Tergugat dengan
Penggugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti Penggugat dan Tergugat
bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Kendal sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan
ketentuan Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
maka Pengadilan Agama Kendal berwenang memeriksa, mamutus dan
menyelesaikan perkara Penggugat a quo;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti Penggugat dan Tergugat
bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Kendal dan terbuktiTergugat dengan Penggugat adalah suami-istri
yang sah sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat kepada
Pengadilan Agama Kendal,

Menimbang bahwa pokok permohonan Penggugat adalah sebagaimana
tersebut dalam duduk perkara. Pokok jawabanTergugat adalah sebagaimana
tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang
diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan
dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di
bawah sumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut saling
bersesuaian, dan fakta (peristiwa) yang telah diterangkan oleh dua orang saksi
tersebut adalah atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri maka
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keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi

sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR, 145 HIR dan 147 HIR dan juga teleh

memenuhi syarat materiil bukti saksi sebaimana ketentuan Pasal 170 HIR dan

171 HIR. Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2019 disebabkan oleh

Tergugat malas bekerja sehingga dalam memberikan nafkah kepada Penggugat

selalun kurang karena Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat

rata-rata Rp 400.000, 00 perbulan; dan Tergugat sering mabuk-mabukan.

Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga September

2020. Akhirnya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak September 2020

hingga sekarang. Jadi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal

sejak September 2020 hingga sekarang sudah 2 tahun 9 bulan lamanya.

Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat

dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya

suami istri yang baik;
Menimbang bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

-.  Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang sah;

-. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
sejak September 2019 disebabkan oleh Tergugat malas bekerja sehingga
dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selalun kurang karena
Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat rata-rata Rp 400.000, 00
perbulan; dan Tergugat sering mabuk-mabukan. Perselisihan dan
pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga September 2020.
Akhirnya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak September 2020
hingga sekarang. Jadi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal sejak September 2020 hingga sekarang sudah 2 tahun 9 bulan
lamanya. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi
sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
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telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan
tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam serta Al-Qur’an Surat Ar-Rum Ayat: 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat 2 dan Penjelasannya huruf f Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini,
juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor: 184
K/AG/1995 tanggal 30 September 1996; dan Yurisprudensi Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991; dan
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor: 138 K/AG/1995 tanggal
26 Juli 1996; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Rl Nomor: 534
K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah
Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997; dan Yurisprudensi
putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997;
dan dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab Figih Sunnah Jilid I
halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat
Majelis Hakim sebagai berikut:

ol whclgl as o)l dinn uoladl s alges cainilsls
YUauY Loo sVl ylSg
oVl e uolalljme g Loglliol us 6 uinnll plgs aso
Artinya : “Istri apabila mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya kepada

pengadilan dan istri dapat membuktikan dalil gugatannya atau

suaminya mengakui (membenarkan) dalil gugatan istri tersebut dan
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hubungan antara suami dengan istri tersebut sudah tidak dapat
diteruskan lagi karena suami menyakiti istri dan pengadilan sudah
tidak dapat mendamaikan suami-istri tersebut, pengadilan dapat
menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak bain”;

dan dalil Syar’i sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Madzahib Al-Islamiyah
Al-Khomsah wal Madzahib Al-Muwahhad, halaman 209, yang diambilalih oleh
Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ledlo I Lgiulzl ioléll ey gay0ill wllo (o9 32l gl

lalocs amuo al caisi caio

Artinya: “Istri berhak mengajukan gugatan cerai (terhadap suaminya kepada
Pengadilan Agama), dan Hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut

jika gugatan cerai tersebut benar atau shahih”.

serta dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom Li

Syaikhil Majdi yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi

pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

adlle uolall adle sllo lg>g 3] axz g ill axe, pas xianl sl
Artinya : “Dan jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya, Hakim benar-

benar dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya”.

Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk
mengabulkan gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak
satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang 7
Tahun Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah terakhir dengan dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di bebankan kepada
Penggugat.

Memperhatikan dan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.
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MENGADILI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TGGT) terhadap
Penggugat (PGGT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputusankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kendal oleh kami Dr. RADI YUSUF, M.H. sebagai Ketua
Majelis Hakim dan Drs. H. ROHMAT, M.H., dan Drs. H. MA'SUM, S.H,, M.H,,
masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis tanggal 02 Agustus
2023 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 H. dan putusan ini
diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
dan dibantu oleh Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat.

KETUA MAJELIS

Dr. RADI YUSUF, M.H.
HAKIM ANGGOTA | HAKIM ANGGOTAII

Drs. H. ROHMAT, M.H. Drs. H. MA'SUM, S.H,, M.H.
PANITERA SIDANG

Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.
Perincian Biaya:
- Pendaftaran = Rp 30.000,00
- Proses = Rp 75.000,00
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- Panggilan sidang = Rp 720.000,00
- PNBP = Rp 20.000,00
- Redaksi = Rp 10.000,00

- Meterai = Rp 10.000,00 +
Jumlah =

Rp 865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima
ribu rupiah).
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